KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem SAKTI pada
satuan pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan
Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang
berlaku dan/atau dinamika kepegawain yang ada pada
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng, perlu dilakukan
penetapan pejabat pemangku user pada aplikasi SAKTI di
lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Soppeng;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksudn pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum‘
Kabupaten Soppeng tentang Penetapan User Pejabat,|
Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi:
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja‘
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun
2026.

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229); i

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu



Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian Negara; |
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022‘
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
124 /Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat |
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); |

12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027
Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

13.Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Dan /Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan }

Umum Kabupaten/Kota; |

MEMUTUSKAN : |
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM |
KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN |
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN
ANGGARAN 2026. ‘
User, Pejabat, Operator, Dan Administrator Aplikasi
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan
Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng dengan nama-nama sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Soppeng Bagian Anggaran 076 T ahun!
Anggaran 2026.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG,
ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

; iat KPU Kabupaten Soppeng
DA

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu



USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI

PEMILIHAN

KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT,

OPERATOR,

ADMINISTRATOR

SISTEM APLIKASI
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KERJA

SOPPENG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

UMUM

PENGGUNA
KEUANGAN

KOMISI

TAHUN 2026
NAMA/NIP/PANGKAT JABATAN
NO /GOLONGAN el PERBENDAHARAAAN
Andi Bustamin
1. | NIP. 196804091994031007 Approval KPA, PPSPM
Pembina Tk. I/IV.b
Fitriana Aras
2. Nip. 198407132007012002 Validator PPK
Penata Tk. I/IIl. d
Andi Muh. [kram Admin SAKTI, Approval
3. | NIP. 198206012007011001 Admin Persediaan, Approval
Penata Tk.I/IIl. d Aset, Validator Aset
anell Buh, Terem Operator Komitmen
4. | NIP. 198206012007011001 Operator Op tor An ’
Penata Tk.I/IIl.d perator Anggaran
Asriani
S. | NIP.198204272010012028 Operator Operator Pembayaran
Penata Muda Tk.I/IIl.b
Yuliana
6. | NIP.19710742009012005 Operator Bendahara Pengeluaran
Penata Muda/IlIl.b
Eka Yanti
7. | NIP.19970310202421037 Operator Ciperalor ARchan
X Persediaan
Andi Nirviani
NIP.199607082025062012 Operator GPL
8. Operator (Pelaporan), Operator
Penata Muda/Ill.a .
Pirtang

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu



